
BUPATITAPANULITENGAH 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH 

NOMOR : /3 TAHUN 2021 

TENTANG 

BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH 

KABUPATEN TAPANULI TENGAH PADA PT. BANK SUMUT TAHUN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TAPANULI TENGAH 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten 
Tapanuli Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal 
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada PT. Bank Sumut, 

menyebutkan bahwa besaran jumlah Penyertaan Modal Pemerintah 
Kabupaten Tapanuli Tengah pada PT. Bank Sumut dalam setiap 
tahun diatur dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran 

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli 

Tengah pada PT. Bank Sumut Tahun 2021; 

1 .  Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten--Kabupaten dalam Lingkungan Dacrah 
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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• Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak Dacrah 

dan Retribusi Dacrah (lcmbaran Ncgara Republik Indonesia tahun 

2009 Nomor 130 ,  Tambahan Lcmbaran Ncpara Republ ik  Indoncsia 

Nomor 5049); 

5. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun  0 1 1  t r n t a n g  pembentulan 

Peraturan erundang-undangan (Lmbaran lepara Rrpubhik 

Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 2, Tambahan Iwmbaran t icpnra 

Republ ik Indonesia Nomor 52334); Scbapaimana trlah diuhah 

dcngan UU Nomor 1 5  Tahun 2 0 1 9  tcntanp Perubahan a tan UU 

Nomor 1 2  Tahun 2 0 1 1  tentang pcmbcntukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonciz 

Tahun 2 0 1 9  Nomor 183 ,  Tambahan Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4  Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal 

Negara Republik Indonesia ke dalam Modal bank Pembangunan 

Daerah Istimewah Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera 

Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan 

Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Khusus Tbu Kota 

Jakarta, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Pembangunan Daerah 

Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, 

Bank Pembangunan Daerah Maluku, Bank Pembangunan Daerah 

Nusa Tenggara Barat, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara 

Timur dalam rangka Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor l6 tahun 2000 tentang pembagian 

Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2000 Nomor 36); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6041) ;  
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Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Nomor 4737); 

I I .  Peraturan Pemcrintah Nomor I 2  T a h u n  2 0 1 9  tcntang Pengelolaan 

Kcuangan Dacrah ( L m b r a n  Ncpara Rcpubl ik Indonesia Tahun 

2 0 1 9  Nomor 42,  T ambahan  Lembaran Ncpara Rcpubl ik Indonesia 

Nomor 6322) ;  

12 .  Peraturan Menteri Kcunngan Nomor 72/PMK.05/2005 tcntan 

Pcrubahan atas Kcputusan Menteri K e u a n g a n  Nomor 

543/KMK.06/2003 tentang Divestasi Saham Ncgara Dalam 

Rangka Penyertaan Modal Negara dan Pelunasan dan Pclunasan 

Obligasi Negara pada Bank Pcmbangunan Dacrah Peserta Program 

Rekapitalisasi; 

13 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;  

1 4 .  Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara 

Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Badan Hukum Bank 

Pembangunan Daerah Sumatera Utara dari Perusahaan daerah 

(PD) menjadi Perseroan Terbatas (Pf) Bank Pembangunan Daerah 

Sumatera Utara; 

15. Peraturan Gubemur Sumatera Utara Nomor 1 1  tahun 2005 

tentang Penyisihan Sebagian Dari Hasil Pajak Bumi dan Bangunan 

yang merupakan Penerimaan Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota sebagai penyertaan Modal pada PT. Bank SUMUT 

(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2005 Nomor 1 1  Seri 

C Nomor 9); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli 

Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 

Tahun 2016) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 0  Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 

2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 28 Tahun 

2 0 1 1  tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan; 
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Menetaplan 

19 .  Peraturan 
Dacrah • 

2014  tentan, _ upatcn Tapanuli Tengah Nomor 3 Tahun 
S 'cnycrtaan M o da l  p  Tengah p: 4.  1al 'cmcrintah Kabupaten Tapanuli 

a d a  PT  p. 

20 · .>nn < 8 u m u t :  
.  Peratur: p an acrah 

20 D u p a t e n  T a p a n u l i  Tenpah Nomor 7 Tahun 
- 2 0  t c n t a n g  A  ,  

.,  M a t a n  I e n d o p a t a n  d o n  c la n j a  D a r r a h  (APD) 
K a b u p a t e n  T. 

e n  apanul i  Tengah T A . 2 0 1 ;  
2 1  1  eraturan u p n t  T. . 

a n  Fa p a n u l i  Tenpnh Nomnor  76 T a h u n  2020 t e n t a n g  
Pen ja baran  An p ,  '  a r a n  'e n d a p n t a n  dan Helanjn D a r r a h  (AP} H D) 

abupaten Tapanul i  T e n a h  TA.2020;  

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAIH TENTANG BESARAN 
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN 
TAPANULI TENGAH PADA PT. BANK SUMUT TAHUN 2021 

B AB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

I .  Dacrah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Dacrah dan DPRD 

menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah 

DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat 

Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah 
7. Perseroan Terbatas Bank Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Pr. Bank Sumut 

adalah Perseroan Terbatas Bank Sumatera Utara. 

8. Penyertaan Modal adalah Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah 

pada T. Bank Sumut 

9. Saham adalah Bukti Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada 

PT. Bank Sumut. 
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1 O .  Rapat Umum P 
cmcgang Saham 

Pcmegang Saham PT. p. Jang selanjutnya discbut RUPS adalah Rapat Umum 

1 1  ·  an]  Sumut 
·  nggaran P " 

endapatan dan Bet; .: 
encana Keuangan T. anja Daerah yang s e l a n j u t n y a  disingkat APBD adalah 

ahunan P e m e r in t )  p  olch P c m er :.  mnt a h  )aerah yang di bahan dan disctujui bersama 
nintah Dacrah d a  D  dengan pe a n  cwan Perwalilan Rakyat  Dacrah yang ditctapkan 

eraturan Dacrah. 
12. Pajak B : 

J' ·umi dan Bat 
B; n a n  yang m e l a n j u t n y a  d i b u t  P H  ada lah  Pajak Puri dan 

angunan Kabupaten Tapanul i  Tenpah. 

AB II 

TUJUAN 

Pasal 2 

Penyertaan Modal Kabupaten Tapanuli Tengah pada PT. Bank Sumut bcrtujuan : 

@ ' Meningkatkan Pendapatan Asli Dacrah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah dan Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah; 

2. Meningkatkan kemampuan PT. Bank Sumut dalam rangka perluasan usaha guna 
meningkatkan perekonomian; 

3. Memenuhi ketentuan modal PT. Bank Sumut sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 

BAB II 

SUIBER DANA PENYERTAAN MODAL 

Pasal 3 

Dana Penyertaan Modal Kabupaten Tapanuli Tengah pada PT. Bank Sumut bersumber 

d a :  

a. Dana bagi hasil dari penerimaan PBB; 
b. Dividen pada PT. Bank Sumut; dan 

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 

Pasal 4 

( 1 )  Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah 5 % 

(lima per seratus) dari dana bagi hasil penerimaan PBB Kabupaten Tapanuli 

Tengah. 

(2) Penyertaan modal sebagaimana climaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan dalam 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan disesuaikan dengan kemampuan 

keuangan Daerah. 

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c adalah setoran 

saham 50% atas J asa Giro. 
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BES. BAB Ty 

ARAN PENAMBAA 
ABUPATEN TADA.,,,. kW PENYERTAAN MODAL, 

<ULI TENa 
AH PADA PT. BANK SUMUT 

scbcsar adalah 2020 

Pa«al 5 

tahun 

Tahunan Tahun Buku 
Rp. 3 . 0 0. 1 9 =  ==  .  .  

°  -'  '.  0.0.5,-  (Tiga miliar dua ratus juta seratus sembilan puluh enam rib 

RU?S 

t) • 
enertaan Modal 

Pemerintah • 
I o8g  ' b u p a t e n  Tapanu l i  Tenpah p a d a  T. Panke S u m u t  

,, • s o  sampai dengan t h  2020 ·d  
D. 4 ] R 5 p g . g  t s .  '  la h u n  d n l a h  ncbcsnr 

<  • 3 5  3( 
· · 9 · . , t .-  (  Empat  h d  

3 . ,  •  G  p ul uh  satuu miliar ti@a ratnus lima puluh tujuh jut 4 ¢  •  v w , }  $  

- · ' F a 4  empat rb t 
., '' 7 R u  (ma ratus delapan puluh tiqa koma tiqa puluh rupiah); 
t e n " h  ,  ·  -  '  
·  a<a,ahan Penvert, 
; · aan Modal Pemerintah Kabupaten Tapanul i  Tengah yang 
ersumber dani De - ±.  "  '  

- ·  ue  eden pada PT. Bank Sumut  scsuai dengan hasil kcputusan 

BAB V  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

·- i  dala Beita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. 

Ditetapkan di Pandan 

pada tanggal a% /fare} 2021. 
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